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Abstrak 
 
Permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa Desa Mata Pao kurang transparan terhadap 
pengelolaan dana desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui 
bagaimana pengelolaan APBDes dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dana desa seperti tidak 
adanya website dan papan informasi desa, serta masyarakat yang tidak terlalu kritis terhadap proses 
pengeloaan dana desa dikarenakan kurangnya musyawarah seperti sosialisasi mengenai pengeloaan 
dana desa terhadap program-program desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Mata Pao. Metode 
yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan 
wawancara , kemudian disesuaikan dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 mengenai pengelolaan dana desa dan dituangkan dalam bentuk teks. Dari hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi di Desa Mata Pao sudah sesuai 
berdasarkan indikator dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
pengelolaan dana desa, akan tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan hasil observasi 
dilapangan baik dari akuntabilitas dan transparansinya. 
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1. PENDAHULUAN 
Dalam era reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi pemerintah sebagai alat 

pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan ini diperuntukkan untuk kebutuhan 
pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Pertanggungjawaban yang 
dilakukan pemerintah merupakan wujud dari penyedia informasi mengenai setiap tindakan 
atau kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. 
Perkembangan akuntansi pemerintah semakin meningkat dengan adanya tuntutan dari 
masyarakat yang menyebabkan akuntansi pemerintah menjadi sangat penting, dalam hal ini 
semakin besar keuangan yang dikelola pemerintah semakin besar pula tuntutan 
akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
bentuk wilayah pemerintah terdiri dari kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di 
wilayah pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah desa adalah pemerintah yang diberikan 
wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mensejahterakan masyarakat yang 
tinggal di pedesaan demi terwujudnya pembangunan desa. Adanya peran tersebut 
dijabarkanlah suatu peraturan atau undang-undang yang mengaturtentang pemerintah 
desa, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat. 

Desa merupakan salah satu tumpuan dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah seharusnya 
dapat mengambil peran yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah 
dimulai dari setiap unit desa, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata 
akan lebih mudahterwujud. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, untuk secara mandiri 
dalam mengelola keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa 
melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki 
tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya 
(Indrianasari, 2018). 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa 
dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
(Riyanto, 2015). 

Asas pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan 
disiplin anggaran. Namun yang terjadi, pemerintah desa belum transparansi kepada 
masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan 
dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit 
sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal 
(Iznillah, 2018) 

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat 
memberikan landasan bagi desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom 
bukan hanya sekedar normatif. Karena dengan adanya peraturan menteri tersebut desa 
seharusnya dapat lebih terbuka dan responsibilitas. Namun yang terjadi saat ini masih ada 
perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku serta belum 
bersifat terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa 
tersebut (Pratiwi, 2019) 

Pengelolaan dana Desa dapat dikatakan baik jika sudah menerapkan asasasas 
pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu 
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transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang 
baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang 
yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus 
bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya 
akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif). 

Transparansi ialah sesuatu yang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa 
dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya 
material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan khususnya 
masyarakat, agar mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan desa(Nurhayati & Riharjo, 2019). 

Dalam hal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai 
pertanggungjawaban antara pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan kepada 
masyarakat, hal ini sangat diperlukan karena merupakan tanggungjawab untuk mencapai 
tujuan bersama. Desa Mata Pao adalah desa di kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten 
Serdang Bedagai. Desa Mata Pao sendiri terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun 
III, Dusun IV dan Dusun V. 

Desa Mata Pao dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta 
beberapa aparatur desa dan 5 orang kepala Dusun. Berdasarkan fenomena yang ada 
dengan melakukan wawancara diawal (pra riset) singkat oleh bendahara desa, bahwa 
pemerintah desa matapao dalam melaporkan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes 
mengalami keterlambatanyang disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia. 
Tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor aparatur desa yang 
kurang siap dalam pengelolaan dana desa di desa Mata Pao karena para aparatur desa 
masih minim dari lulusan sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga aparatur desa 
belum terlalu paham tentang pengelolaan dana desa. 

Selain Akuntabilitas, Transparansi juga sangat diperlukan. Menurut (Rohmah, 2014) 
menyatakan bahwa transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang 
nantinya dapat menghasilkan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya dibuat 
berdasarkan atas preferensi masyarakat. Kemudian dapat diartikan bahwa transparansi 
ialah keterbukaan dalam memberikan informasi, pengetahuan dan gambaran mengenai 
kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah. Sehingga salah satu yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
pada Desa Mata Pao. 

Fenomena yang terjadi bahwa desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten 
Serdang Bedagai melalui wawancara kepada bendahara desa menunjukkan bahwa desa 
Mata Pao cukup Transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya APBDes tetapi pada 
pencatatan kas masuk dan pencatatan kas keluar, perangkat desa tidak bersifat terbuka 
atau transparan terhadap pencatatan tersebut. Melalui wawancara diawal (pra riset) 
bendahara desa juga mengatakan bahwa pengelolaan dana desa khususnya APBDes 
hanya ada di papan informasi desa, perangkat desa tidak memiliki website yang dapat 
diakses oleh seluruh masyarakat desa. 

Selain itu, dalam wawancara tersebut Bendahara Desa mengatakan masih adanya 
masyarakat yang belum kritis disebabkan pengetahuan masyarakat yang kurang dan juga 
masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap Pengelolaan dana desa khususnya 
APBDes karena sebagian masyarakat percaya dengan apa yang dijalankan dan dilakukan 
oleh seluruh perangkat desa. Lebih lanjut Bendahara Desa mengatakan bahwa Perangkat 
desa juga melakukan Musdus (Musyawarah Dusun) lalu musyarawah kedesa yang 
melibatkan sebagian masyarakat. Musyawarah yang dilakukan seperti, Sosialisasi 
Pendapatan Pertahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana 
desa yaitu berdasarkan hasil penelitian (Iznillah, 2018). Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan dana desa maka semakin baik pula desa 
tersebut dapat berkembang karena pengelolaan keuangannya semakin transparan dan 
akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan terjadinya penyelewengan dana desa. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik sekaligus termotivasi 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi 
Manajemen Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten 
Serdang Bedagai”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis 
penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang yang dilakukan secara interaktif 
dan berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian tuntas. 

Definisi Operasional pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 
Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pengelolaan keuangan yang bisa 
dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 
hingga pelaporan keuangan desa. Selain itu terdapat Tranparansi Pengelolaan Dana Desa. 
Transparansi pengelolaan dana desa harus bersifat keterbukaan dalam memberikan 
informasi tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan oleh pengelola kepada yang berhak 
mengetahui seperti masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu 
Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2021 
sampai bulan Juli 2021. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yakni data 
informasi yang mampu dengan dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di 
dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala 
Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan 
dana desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
dana desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. 

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, sumber data sekunder 
adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui 
perantara. Pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel 
yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 
Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di 
desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Seperti dokumen 
data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, anggaran 
pendapatan dan belanja desa dan lain-lain. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif. Analisis data ini merupakan proses mencari serta menyusun 
secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan 
lapangan serta penelitian dokumentasi dengan metode mengorganisasikan informasi yang 
sintetis menyusun kedalam pola, memilah mana yang berarti serta mana yang akan 
dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri serta 
orang lain. Deskriptif kualitatif ialah menguraikan pendapat informan apa adanya sesuai 
dengan pertanyaan dalam penelitian dan dianalisis dengan cara diverifikasi serta 
disimpulkan. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao 
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti 

bahwa proses penganggaran yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahan dan pelaporan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 
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dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 
mengetahui anggran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas 
rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana melibatkan pemerintah desa untuk 
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya pembangunan dan 
pemrintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan 
dana desa sebagai salah satu kompenen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya 
sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi 
akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, 
efektif dan ekonomis. 

Menurut peraturan undang-undang yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana 
desa memiliki indikator yang terdiri : 

1. Tahap Perencanaan 
Tabel.1 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 
No Indikator Perencanaan Hasil Wawancara Keterangan (S = 

Sesuai,TS = 
TidakSesuai) 

1 Sekretaris Desa 
mengkoordinasikan penyusunan 
rancangan APB Desa berdasarkan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKP Desa) tahun berkenaan dan 
pedoman penyusunan APBDes 
Yang diatur dengan Peraturan 
Bupati/ Wali kota setiap tahun. 

Sekretaris    desa     terlebih 
dahulu mengoordinasikan 
penyusunan rancangan 
APBDes berdasarkan RKP 
terlebih dahulu kepada 
Kepala Desa. 

S 

2 Sekretaris   Desa    menyampaikan 
Rancangan Peraturan Desa (RPD 
Desa) tentang APBDes kepada 
Kepala Desa. 

Sekretaris Desa 
menyampaikan RPD tentang 
APB Desa kepada Kepala 
desa terlebih dahulu sebelum 
dilaksanakan pengelolaan 
dana desa. 

S 

3 Kepala     Desa      menyampaikan 
Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Peraturan Kepala Desa 
tentang penjabaran APBDes 
kepada Bupati/Wali kota paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
ditetapkan. 

Untuk menyampaikan 
peraturan desa tentang APB 
Desa kita kerjakan secepat 
mungkin agar tidak terlalu 
lama biasanya disampaikan 
kepada Bupati/ Walikota 
paling lama 7 hari kerja. 

S 

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan 
pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 
perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Mata Pao sudah sesuai 
dengan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa 
Sekretaris Desa telah terlebih dahulu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes 
berdasarkan RKP dan kemudian menyampaikan RPD tentang APBDes kepada Kepala desa 
terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan dana desa dan kemudian disampaikan 
kepada Bupati / Walikota melalui Camat. 
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2. Tahap Pelaksanaan 
Tabel.2 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

No Indikator Perencanaan Hasil Wawancara Keterangan (S = 
Sesuai,TS = 
TidakSesuai) 

1 Kaur Keuangan menyusun 
Rancangan Anggaran Kas Desa 
(RAKDesa). Serta RAK Desa 
disampaikan kepada Kepala Desa 
melalui Sekretaris Desa. 

Rancangan Anggaran Kas 
biasanya disusun oleh TPK 
dibantu tenaga  ahli,  tim 
pendamping baik dari desa 
ataupun   Kecamatan  dan 
sekretaris    desa    selalu 
mengkoordinasikan 
penyusunan  rancangan 
APBDes berdasarkan RKP 
terlebih  dahulu   sebelum 
disampaiakan     kepada 
Kepala Desa 

S 

2 Sekretaris Desa melakukan 
verifikasi terhadap rancangan RAK 
Desa yang diajukan Kaur 
Keuangan. 

Sekretaris desa melaporkan 
hasil verifikasi kepada 
Kepala Desa untuk 
persetujuan kegiatan – 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 

S 

3 Kepala Desa menyetujui rancangan 
RAK Desa yang telah diverifikasi 
Sekretaris Desa. 

Kepala Desa menyetujui 
RAK Desa yang telah 
diverifikasi sebelumnya. 

S 

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Dana Desa bahwa dalam Tahap Pelaksanaan Kaur Keuangan menyusun Rancangan 
Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui 
Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi tentang RAK Desa untuk disetujui oleh Kepala 
Desa. 

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan atau Tahap pelaksanaan dalam 
Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah 
sesuai dengan indikatornya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa seluruh Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK 
Desa) disusun oleh Kaur keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui 
Sekretaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika sudah diverifikasi maka RAK Desa dapat 
dilaksanakan. 

3. Tahap Penatausahaan 
Tabel.3 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

No Indikator Perencanaan Hasil Wawancara Keterangan (S = 
Sesuai,TS = 

TidakSesuai) 

1 Penatausahaan keuangan 
dilakukan oleh Kaur Keuangan 
sebagai pelaksana fungsi 
kebendaharaan. 

Penatausahaan keuangan di 
Desa Mata Pao telah 
dilakukan oleh Kaur 
Keuangan/Bendahara Desa. 

S 

2 Penatausahaan melakukan setiap 
pencatatan penerimaan dan 
pengeluaran buku kas umum dan 
pencatatan pada buku kas umum 

Setiap Pemasukan dan 
Pengeluaran Kas, 
Bendahara selalu mencatat 
dan juga melakukan tutup 

S 
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 ditutup setiap akhir bulan. buku tiap bulan dan akhir 
tahun secara tertib. 

 

3 Sekretaris Desa melaporkan hasil 
verifikasi, evaluasi dan analisis dan 
disampaikan kepada Kepala Desa 
untuk disetujui. 

Sekretaris desa melaporkan 
hasil verifikasi kepada 
Kepala Desa untuk 
persetujuan kegiatan – 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 

S 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Dana Desa bahwa Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai 
pelaksana fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan 
pengeluaran buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud 
ditutup setiap akhir bulan dan akhir tahun. Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat 
disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Mata 
Pao sudah sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi Bendahara 
Desa dan mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum dan 
kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun. 

4. Tahap Pelaporan 
Tabel.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

No Indikator Perencanaan Hasil Wawancara Keterangan (S = 
Sesuai,TS = 
TidakSesuai) 

1 Kepala Desa Menyampaikan 
laporan pelaksanaan APB Desa 
semester pertama kepada 
Bupati/WaliKota melalui Camat. 

Kalau untuk tahap pelaporan, 
jika sudah selesai maka 
seluruh kegiatan dicatat 
kemudian diserahkan ke 
Kecamatan. 

S 

2 Kepala Desa menyampaikan 
laporan pelaksanaan APBDes 
danlaporan realisasi kegiatan. 

Kepala Desa sudah 
menyampaikan  laporan 
pelaksana APBDes dan 
laporan realisasi 
kegiatannya. 

S 

3 Laporan realisasi pelaksanaan 
APBDes semester pertama 
disampaikan paling lambat pada 
akhir bulan Juli tahun berjalan. 

Laporan Semester pertama 
dilaporkan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati melalui camat 
pada bulan September 

TS 

Dalam tahap pelaporan menurut Undang – Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes 
semester pertama kepada Bupati / Walikota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari 
laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. 

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa dalam Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa 
Mata Pao Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah ada yang 
sesuai dan masih ada satu hal yang belum sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat 
bahwa Kepala Desa Mata Pao dalam menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan APBDes 
dan seluruh kegiatan mengenai APBDes serta laporan realisasi kegiatan kepada Bupati / 
Walikota melalui Camat belum optimal karena tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
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5. Tahap Pertanggungjawaban 
Tabel.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

No Indikator Perencanaan Hasil Wawancara Keterangan (S = 
Sesuai,TS = 
TidakSesuai) 

1 Kepala Desa Menyampaikan 
laporan pertanggung jawaban 
realisasi APBDes kepada 
Bupat/Wali Kota melalui Camat 
setiap akhir tahunanggaran. 

Kepala Desa sudah 
menyampaikan laporan 
pertanggung jawaban 
realisasi APBDes kepada 
Bupati / Walikota melalui 
Camat setelah seluruh 
laporan dicatat olehKaur 
Keuangan    yang    pastinya 
setiap akhir tahun anggaran. 

S 

2 Laporan pertanggungjawaban yang 
disampaikan pada Peraturan Desa 
berupa laporan keuangan, Laporan 
realisasi kegiatan, daftar program 
sektoral program daerah dan 
program lainnya yang ada di desa. 

laporan pertanggung 
jawabannya  yang 
disampaikan  seluruh 
kegiatan seperti realisasinya, 
silpa, permberdayaan 
masyarakat, penyelengara 
pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan  desa, 
pemberdayaan masyarakat, 
pembinaan masyarakat. 

S 

3 Adanya media 
pertanggungjawaban sebagai 
bentuk pertanggung jawaban 
pemerintah desa atau daerah 
mengenai pengelolaan dana desa. 

Untuk saat ini media 
pertanggungjawaban yang 
dilakukan desa Mata Pao 
hanya papan pengumuman 
saja. Untuk website atau 
situs online tidak ada karena 
tidak adanya sumber daya 
manusia dalam mengelola 
dan mempertanggung 
jawabkan media tersebut. 

TS 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaaan 
Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 
kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan 
disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, laporan tersebut terdiri 
dari laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan lainnya. 

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada 
Desa Mata Pao Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah 
sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan realisasi APBDes telah 
dicatat oleh Kaur Keuangan dan membuat laporan realisasi APBDes untuk disampaikan 
kepada Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat 
paling lama 3 bulan setelah akhir tahun dan Desa Mata Pao menyampaikan setiap perempat 
bulan sekali atau sekaligus dalam setahun. Realisasi APBDes terdiri dari realisasi, silpa, 
permberdayaan masyarakat, penyelengara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 
desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya yang 
menyangkut pada pengelolaan dana desa. 

Namun ada beberapa yang tidak sesuai yaitu tidak adanya media pertanggungjawaban 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan 
dana desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya sumber daya 
manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga 
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mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana 
desa. 

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao 
Tabel.6 Indikator Kesesuaian Transparansi Menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 
No Indikator Transparansi Hasil Wawancara Keterangan (S = 

Sesuai,TS = 
TidakSesuai) 

1 Memudahkan masyarakat   dalam 
mendapatkan informasi atau akses 
seluas –luasnya mengenai 
pengelolaan dana desa. 

Dalam mendapatkan 
informasi / akses mengenai 
keuangan desa secara 
terperinci atau jelas tidak 
diperbolehkan karena itu 
rahasia antara pemerintah 
desa dengan pemerintah 
daerah. Masyarakat hanya 
dapat melihat melalui papan 
informasi. 

TS 

2 Laporan   realisasi    dan    laporan 
pertanggung jawaban 
diinformasikan kepada masyarakat 
melalui media informasi yang 
mudah diakses oleh masyarakat 
ataupun diinformasikan secara 
tertulis. 

Untuk     laporan      realisasi 
danlaporan pertanggung 
jawaban diinformasikan 
kepada BPD sebagai 
perwakilan masyarakat dan 
kemudian BPD tersebut 
menyampaikan kepada 
masyarakat melalui Kepala 
Dusun. 

S 

3 Kegiatan pencatatan kas masuk 
maupun keluar dapat diakses 
dengan mudah oleh masyarakat. 
Serta ada papan pengumuman 
mengenai kegiatan yang sedang 
dijalankan. 

Kalau      untuk       informasi 
kepada masyarakat kita 
melalui papan pengumuman 
yang diletakkan dihalaman 
kantor desa agar masyarakat 
dapat mengetahui informasi 
seluruh kegiatan dan 
pengelolaan dana desa. 

S 

Transparansi adalah hak seluruh masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan 
pembangunan dan infomasi mengenai pengelolaan dana pemerintah yang memiliki tujuan 
untuk pemberdayaan masyarakat dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan 
kepada pemerintah. 

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao beberapa 
sudah sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 
Namun ada salah satu yang tidak sesuai dengan indikator yaitu sulitnya akses masyarakat 
maupun peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai laporan dana desa dikarenakan 
aparatur desa tidak ingin memberi informasi scara terperinci atau terbuka kepada 
masyarakat atau peneliti bagi mereka itu adalah hal yang boleh diketahui oleh pihak – pihak 
terpenting saja. 

 

4. PEMBAHASAN 
1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao 
Dari hasil mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao terlihat 

bahwa seluruh kegiatan mengenai akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah ada yangsesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa 
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bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Iznillah dkk, 2018)yang dimana tingkat 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah 
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Putra & Rasmini, 2019)bahwa 
terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, karena pemerintah desa 
sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah 
melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan 
kepatuhan terhadap standar pelaporan. 

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Mata Pao sudah cukup baik, namun ada beberapa 
yang tidak sesuai berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya 
media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai 
pengelolaan dana desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya 
sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal 
tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai 
pengelolaan dana desa dan mengakibatkan kurangnya kinerja pada Desa Mata Pao. Kepala 
Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat gotong royong saja dan tidak melibatkan 
masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena yang dilibatkan hanya orang – orang 
tertentu saja, kurangnya tepat sasaran mengenai bantuan – bantuan dari perangkat desa 
kepada masyarakat, tidak tepatnya pembangunan sarana dan prasarana atau tidak 
terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan, dan seluruh kegiatan administrasi 
dilakukan oleh sekretaris desa. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Sabarno, 2007:129) bahwa 
Akuntabilias dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban 
pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan 
pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas dan 
kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab 
terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan 
tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah. 

Seharusnya akuntabilitas dilakukandengan benar-benar memberikan dan melaporkan 
informasi seluruh pertanggungjawaban kepada masyarakat sebaik – baiknya dari laporan 
pengelolaan dana desa, kinerja para aparatur desa dan terlaksananya atau tidak kegiatan 
desa yang telah direncanakan seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa 
bukan hanya melibatkan orang – orang tertentu saja, dengan melibatkan masyarakat artinya 
Kepala Desa melihat adanya masukan dari masyarakat mengenai kekurangan apa saja 
yang terjadi di desa tersebut agar desa tersebut dapat lebih berkembang setiap tahunnya. 

2. Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao 
Dari hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata 

Pao terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Mata Pao sudah ada yang sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa seluruh laporan 
realisasi dan laporan pertanggungjawaban dicatat dan dilaporkan kepada Camat melalui 
Bupati / Walikota, dan adanya papan pengumuman mengenai APBDes. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra & Rasmini, 2019)bahwa transparansi 
berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah 
berupaya melaksanakan prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada 
masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa). 

Transparansi yang dilakukan Desa Mata Pao sudah cukup baik, namun ada beberapa 
kekurangannya yang tidak sesuai dilapangan pada saat peneliti melakukan observasi, 
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dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan 
APBDes seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan dana desa atau informasi 
mengenai dana desa dalam melakukan hal transparansi, peneliti tidak diperbolehkan melihat 
laporan APBDes secara terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara memberikan 
pengkodean laporan dana desa dan yang lainnya, karena mereka tidak ingin menjelaskan 
tentang angka dan bentuk laporan dana desa, bagi mereka hal tersebut hanya boleh 
diketahui orang – orang tertentu, sedangkan peneliti atau masyarakat meminta bukti laporan 
dana desa tidak diperbolehkan. 

Hal diatas tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Hanifah & Praptoyo, 
2015)bahwa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan 
mengungkapkan hal – hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak – pihak yang 
memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan 
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 
seluas – luasnya tentang keuangan daerah. 

Transparansi seharusnya dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan 
dana desa seluas – luasnya atau terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara 
pengkodeaannya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik dan kinerja para 
aparatur desanya agar tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan 
ketidak percayaan masyarakat kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau 
keterbukaan terhadap publik. 

3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mata Pao 
Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang 

dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara 
efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi 
masyarakat di desa melalui implementasi program pengelolaan dana desa, maka prinsip 
akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban dana 
desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional 
pengelolaan dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa. 

Menurut pendapat penulis hal yang dapat dijadikan peningkatan dalam akuntabilitas 
pengelolaan dana desa pada desa Mata Pao adalah terkhususnya kepada Pemerintah Desa 
sebagai pelaksana pengelola dana desa yang telah menjalankan proses Akuntabilitas dana 
Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam 
pengelolaan dana desa dan akuntabilitas dana desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi 
baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Teluk Mengkudu hal ini 
diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di Desa 
dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa serta akuntabilitas Keuangannya. 
Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan 
terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dana desa. 

4. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mata Pao 

Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan yang telah 
dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat transparansi pada dana 
desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan peraturan 
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka menurut penulis hal-hal yang dapat 
meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan 
rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur 
desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri 
maupun peraturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan dana 
desa. 
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5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 
a. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan peneliti 

dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah menggunakan indikator yang sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi masih belum 
optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan 
dan tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai 
pengelolaan dana desa juga rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai 
pengelolaan dana desa. 

b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa pemerintah desa kurang 
menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaaan dana desa, hal tersebut dikarenakan 
kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam 
pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam 
mendapatkan informasi perihal pengelolaan dana desa. 
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